
http://jdih.salatiga.go.id 

 1 

 
 

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA  

TAHUN 2019 NOMOR 31  

 
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA 

NOMOR 31 TAHUN 2019 
 

TENTANG 
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SALATIGA, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat 

pencapaian kesetaraan dan keadilan 

gender melalui pelaksanaan strategi 

pengarusutamaan gender, perlu 

adanya pedoman dalam perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi 

atas kebijakan pembangunan daerah  

dengan perspektif gender; 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada 

huruf a, agar pelaksanaannya 

berjalan tertib, lancar, berdaya guna, 

berhasil guna telah disusun Rencana 
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Aksi Daerah Pengarusutamaan 

Gender; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Rencana 

Aksi Daerah Pengarusutamaan 

Gender; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17        

Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, dan Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 23        

Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4419); 

3. Undang-Undang Nomor 12         

Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran 

http://jdih.salatiga.go.id/


http://jdih.salatiga.go.id 

 3 

Negara Republik Indonesia         

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23        

Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 

Tahun 1992 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Salatiga dan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Semarang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1992   Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 3500); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
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Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 67 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia  

Tahun 2011 Nomor 927); 

7. Peraturan Daerah Kota Salatiga 

Nomor 6   Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kota Salatiga      

Tahun 2005-2025 (Lembaran  Daerah  

Kota  Salatiga Tahun 2010 Nomor 

927); 

8. Peraturan Daerah Kota Salatiga 

Nomor 6   Tahun 2013 tentang 

Penanganan Kekerasan Berbasis 

Gender dan Perlindungan Anak 

(Lembaran  Daerah  Kota  Salatiga 

Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 6); 

9. Peraturan Daerah Kota Salatiga 

Nomor 2  Tahun 2016 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Salatiga 

Tahun 2016  Nomor 2); 

10. Peraturan Daerah Nomor 9        

Tahun 2016 tentang Pembentukan 
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dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Salatiga 

Tahun 2016  Nomor 9); 

11. Peraturan Daerah Nomor 1         

Tahun 2018 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 

2017–2022 (Lembaran Daerah Kota 

Salatiga Tahun 2018  Nomor 1); 

12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 

Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Naskah Dinas (Berita Daerah Kota 

Salatiga Tahun 2010 Nomor 42); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG 

RENCANA AKSI DAERAH 

PENGARUSUTAMAAN GENDER. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Salatiga. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Salatiga. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
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penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

5. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan 

peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang 

terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan 

sosial dan budaya masyarakat. 

6. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan 

nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan 

mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam 

memberdayakan masyarakat. 

7. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disingkat 

PUG adalah satu strategi yang dibangun untuk 

mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral 

dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program 

pembangunan daerah. 

8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-

laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan 

dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu 

berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, 

ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, 

dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. 

9. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi 

adil terhadap laki-laki dan perempuan. 

10. Analisis Gender adalah analisis untuk 

mengindentifikasi dan memahami pembagian 

kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses, kontrol 

terhadap sumber-sumber daya pembangunan, 

partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat 
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yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki 

dan perempuan yang timpang, yang di dalam 

pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti 

kelas sosial, ras dan suku bangsa. 

11. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan 

untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang 

dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, 

aspirasi, kebutuhan, potensi dan  penyelesaian 

permasalahan perempuan dan laki-laki. 

12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat 

ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran 

yang berasal dari berbagai pendanaan untuk mencapai 

kesetaraan dan keadilan gender. 

13. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD 

adalah rencana yang menggambarkan Visi, misi, 

tujuan, ruang lingkup, kebijakan, program dan 

indikator kegiatan selama            5 (lima) tahun. 

 

Pasal 2 

(1) RAD PUG merupakan dokumen perencanaan yang 

digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan 

pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui 

pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender 

Perangkat Daerah dan Lembaga Kemasyarakatan. 

(2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertujuan untuk memberikan pedoman 

terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi atas kebijakan pembangunan 

daerah bagi Perangkat Daerah dan Lembaga 
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Kemasyarakatan yang berspektif gender dengan bidang 

tugas dan fungsi serta peranan masing-masing. 

 

Pasal 3 

(1) RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan 

BAB II  Pengarusutamaan Gender dalam Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Regulasi 

BAB III  Analisis Situasi Pembangunan Gender  

BAB IV  Analis Isu Strategis dalam Pembangunan 

Daerah Kota Salatiga 

BAB V  Rekomendasi RAD PUG 

BAB VI  Strategi, Kebijakan, Program dan Indikasi 

Kegiatan RAD PUG  

BAB VII  Penutup 

(2) Dokumen RAD PUG dengan sistematika sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga. 

 

Ditetapkan di  Salatiga 

pada tanggal 21 Oktober 2019 

 

WALIKOTA SALATIGA, 

 

        ttd 

 

YULIYANTO 

Diundangkan di Salatiga 

pada tanggal 21 Oktober 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KOTA SALATIGA, 

 

ttd 

 

FAKRUROJI 

 

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 31  

     

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya 

KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA, 
 
 
 

HARYONO ARIF, SH 
Pembina Tk.I 

NIP. 19661010 198603 1 010 

http://jdih.salatiga.go.id/

